








I 
I 

T 

Penambahan kalimat 
"dengan mata anggaran 
tersendiri" sebagai 
tambahan kaljmat terkahir 

TetapF.PDS 
185.� ' BAB VII FPG 

PEMBIAYAAN ' FPDIP Tetap 
F.PD tetae 

FPPP Telap 
FPAN 
F.KB Tetao 

FPKS Tetae 
F.BPD 
FPBR 

Pasal35186. 
(1 ) Biaya yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan Undang-
Undang ini dibebankan pada 
anggaran Mahkamah Agung 
yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

Set. Pansus Pel1Qadilan Tioikor 9 JUn! 2009 

-

I  

I  

F.PDS Tetae 
F,PG 

I 

I  
I  
I  

F.PDIP 

I 

Tetae 
F.PD tetae 

F.PPP Telap 

-
pemeriksaan perkara kejahatan I 
korupsi diperiksa dan diputus 
dalam w,kt" . ,. an i 

(enam puluh) hari terhitung I 
sejak tanggal berkas perkara 
diterima oleh Mahkamah 
Agung 

Tetap 

Telap 

BAS VII  
PEMBIAYAAN  

Pasal35  
(1) Biaya  yang diperlukan 

dalam rangka 
pelaksanaan Undang-I Undang in; dengan tetap 

I  mempertimbangkan kondisi 
dan keuangan negara 
maka dalam pelaksanaan

I  dibebankan pada anggaran 
Mahkamah Agung. 

I  

I  
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(2) Mahkamah Agung seliap lahun 7. 

wajib menyusun rencana kerja 
dan anggaran Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi. 

I
I 

I 
L 

BAB VIII 188 
1 . KETENTUAN PERALIHAN 

I , 

I I 

I 

189. 
Pada saat 
berlaku: 

Pasal 36 
Undang-Undang ini 

F.PAN
 
F.KB
 TelaD
 

Tp'on
F.PKS
 
F.BPD
 
F.PBR
 
F.PDS
 Tetao
 
F.PG
 

TelaD 
Tidak ada Derubahan
 

F.PDIP
 TelaD
 
FPD
 lelaD
 

F.PPP
 TelaD
 
F.PAN
 
F.KB
 TelaD
 

F.PKS
 TelaD 

I F.BPD 
F.PBR IMahkamah Agung seliap lahun 

wajib menyusun rencana kerja 

I I Idan anggaran Pengadilan 
I

kejahatan Korupsi. 

I I 

FPDS TelaD TelaD
 
FPG
 

F.PDIP
 TelaD 
L F.PD letap
 

F.PPP
 TelaD
 
FPAN
 
F.KB
 TelaD
 

F.PKS
 TelaD
 
FBPD
 
FPBR
 
F.PDS
 TelaD TelaD
 
FPG
 

FPDIP
 TelaD
 
F.PD
 lelaD
 

F.PPP
 Telao
 
F.PAN
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190. a. Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusal yang I 
dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 20021 
tentang Komisi Pemberantasan 
Tlndak Pidana Korupsi adalah 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta Pusal 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini 

Set. PanSl.lS Pengadit~n Tiplkor 9 Juni 2009 

F.KB 
FPKS Dihapus Sudah disebutkan pada 

er ahufu 
FBPO 
F.PBR 
F.PDS Telap Telap 
F.PG Penghilangan kata-kala BAS VIII 

sebagai berikut: lindak KETENTUAN PERALIHAN 
pidana; adalah; Jakarta 
Pusal. Pasal 36 

Pada saat Undang-Undang ini 
Penambahan kata-kala berlaku: 
sebagal berikul : "tetap a. Pengadilan Tindak Pidana 
berfungsi sebagai" Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat yang 
dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

I 
tetap berfungsl sebagai 
Pengadilan Tindak Pidana 

I 
Korupsi sebagaimana 
dlmaksud dalam Undang-
Undanq ini. 

FPOIP Telap 
F.PD lelap 

FPPP Diubah a. Pengadilan Tindak Pidana I 

Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusal yang 
dibenluk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi 

I 

Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah 
Pengadilan Tindak Pldana 
KOfupsi yang 

103 



I 
I 

I 

F.PAN 
F.KB 

I dimaksud dalam Undang­

berkedudukan di Ibu Kola 
Negara sebagaimana 

mi. 

Penambahan kata "pada a. Pengadilan Tindak 
Pengadilan Negeri" dj Pidana Korupsi pad. 
antara kata "korupsi" dan" Pengadilan Negeri ) 
Jakarta" Jakarta Pusat yang 

I Undang-Undang Nomar 
dibentuk berd.sarkan 

I 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
adalah Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusal sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

F.PKS 

F.BPD 
F.PBR 

FPDS 

Dihapus 

Pengadilan kejahatan Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusal yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 lentang 
Kornisi Pemberantasan Tindak 

' Pidana Korupsi adalah 
IPengadilan kejahalan Korupsi 

Jakarta Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-
Undang ini. 

Sudah disebulkan 
.~asallerdahulu 

pada 
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191. b. Hakim Ad hoc pada F.PG Istilah "hakim Ad hoc" 
Pengadilan Tindak Pidana disempurnakan menjadi 

a 1m on Karier dan. ~'~~" 
dan Mahkamah Agung, adalah terjadi penyempumaan 
Hakim Ad hoc sebagaimana kalimat. 
dimaksud dalam Undang-
Undang ini. I 

F.PDIP Tetao 
FPD lelapI 

F.PPP Tetap 
F.PAN 
F.KB Dihapus 

F.PKS Dihapus 

F.BPD 
F.PBR 

F.PDS Dihapus karena sudar 
tertera dalam nasal 39 

192. Pasal 37 F.PG Tidak ada perubahan 
Sebelum terbentuknya Pengadilan F.PDlP Telan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana FPD tetan 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal4: F.PPP Telap 

b Hakim Non Karir pada 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korups, pada semua lingkal 
peradilan yang lelah 
diangkat oleh Presiden 
berdasarkan ketentuan 
Pasal 56 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
lelap berfungsi mengadili 
perkara tindak pidana 
korupsi sebagaimana yang 
dimaksud didalam Undang-
Undang ini. 

Hakim Ad hoc pada Pengadilan 
kejahatan Korupsi. Pengadilan 
Tinggi, dan Mahkamah Agung, 
adalah Hakim Ad hoc 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini. 

Sudah disebutkan pada 
I nasal lerdahulu 
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193.	 

Perubahan pasal 

F.PAN 
F.KB Telap 
.•w ulrubah Pasal 36 

Sebelum terbentuknya 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal 4: 

F.BPD 
F.PBR	 Pasal 37 

Sebelum terbentuknya 
Pengadilan keJahalan Korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4: 

F.PDS 
F.PG Tidak ada perubahan 

F.PDIP Tetae 
F.PD lelae 

F.PPP Telap 
F.PAN 
F.KB Telae 

F.PKS Dirubah Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusal yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi tetap 
berwenang mengadili tindak 
pidana korupsi yang 
penuntutannya diajukan oleh 
Penuntut Umum pada Komisi 

,a.	 Pengadilan Tindak Pidana
 
Korupsi sebagaimana
 
dimaksud dalam Pasal 36
 
huruf a, telap berwenang
 -
mengadili lindak pidana
 
korupsi yang penuntutannya
 

I diajukan oleh Penuntut Umum Pemberian wewenang 
pada Komisi Pemberantasan Pengadilan Tipikor pada 
Korupsi; Pengadilan Neger; Jakarta 

Pusal sebelum lerbenluk 
Pengadilan Tipikor didaerah-

I 
daerah 

[ 

[ 
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- Pemberantasan Korupsi; 

F.PBR Pengadilan kejahatan Korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 hUTUf a, telap 
berwenang mengadili kejahatan 
korupsi yang penuntutannya 
diajukan oleh Penunlul Umum I 
pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi; 

F.PDS 
b. Hakim Ad hoc pada Pengadilan F.PG Tidak ada perubahan
 

Tindak Pidana Korupsi, F.PDIP
 
194. 

Telao 
Pengadilan Tinggi, dan F.PD telao 
Mahkamah Agung, adalah F.PPP Tetao 
Hakim Ad hoc sebagaimana FPAN
 
dimaksud dalam Undang- FKB
 Tetap 
Undang ini. FPKS 

F.BPD 
FPBR i Pengadilan Negeri sesual 

dengan daerah hukumnya tetap 
I berwenang mengadlli keJahatan 

korupsi yang penuntutannyaI 
diajukan oleh Penuntut Umum 
pada kejaksaan Republik 
Indonesia. 

I 

F.PDS 
Tidak ada perubahan
 

Sebelum Pengadilan Tindak Pidana F.PDIP
 
Pasal 38 FPG195. 

Tetap
 
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam F.PD
 telao 
Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk. perkara F.PPP Telao 
tindak pidana korupsi yang telah FPAN 

I 

I 
I 
I 

i 
I 
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I dilimpahkan atau yang sedang I F.KB+ 
,diperiksa pada setiap lIngkat rFPi<S 

I ~pemeriksaan dan peoinj 
, diperiksa, diadili, dan diputus F.PBR 

!berdasarkan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku sebelum 
Undang-Undang ini. l
 
I
 

I 
1196. 

J 

I
 

Pasal39
 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku,
 
Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak
 
Pidana Korupsi yang telah diangkat
 
sebelum berlakunya Undang-Undang
 
ini tetap bertugas sampai dengan
 
berakhirnya masa jabatan Hakim Ad
 
hoc yang diangkat berdasarkan
 

F.PDS
 
FPG
 

F.PDIP
 
F.PD
 

FPPP
 

Undang-Undang ini. I 

I 
I 

I 

I 
F.PAN 
F.KB 

I
 
I
 
I
 

I 

Tetap
 
Teta
 

Tetao 
Tidak ada perubahan
 

Tetao
 
tetao
 

Diubah
I 

I 

. Pasal 38 
ISebelum Pengadilan kejahatan 
I Korupsi sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4 dibentuk. perkaraI 

I {, 

I 

I { 

I r 

Tetao 

Pasal39 
IPada saat Undang-Undang ini 

berlaku, Hakim Karier dan 
IHakim Ad hoc Pengadilan 

Tindak Pidana Konupsi yang 
telah diangkat sebelum 
berlakunya Undang-Undang ini 
tetap bertugas sampai dengan 
pengesahan Hakim Karier dan 
Hakim Ad hoc yang diangkat 
berdasarkan Undang-Undang 
ini. 

I
 

I 

I
 
I
 

I
 

- ._-------_.Telao 
Set PlInsu!> Pengadilan i ,pillar 9 Juni 2009 
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F.PKS 
F.BPD 

I 
I 

I 

F.PDS 
197. F.PG 

I 

I[ 

TetaD 

I 

Penyempurnaan kalimat 
agar lebih jelas maksud dari 
ayat ini. 

Ketua Pengadltan Tlnggl 
diganti menjadi Ketua 
Mahkamah Agung 

Set Pansus PengadHan TJpJkOr!:l JUn! 2009 

-

Pasal3g
 
Pada saat Undang-Undang ini
 
berlaku, Hakim Ad hoc
 
Pengadilan kejahatan Korupsi 
yang telah diangkat sebelum
 

I berlakunya Undang-Undang ini
 
tetap bertugas sampai dengan 
berakhimya masa jabatan 
Hakim ,6,d hoc yang diangkat 
berdasarkan Undang-Undang 
Inl. 

(1) Dalam 
Pengadilan 
Korupsi 
Hakim 

Pasal40 
hal 
Tlndak 

tidak 
Non Karir 

pada 
Pidana 

tersedia 
maka 

Hakim Non Karir pada 
Pengadllan Tindak Pidana 
Korupsi lainnya dapat 
drtunjuk sebagai Hakim Nn 
Karir pada Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang 
d.maksud. 

(2) PenunJukan Hakim Non 
Karir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). 
dilakukan oleh Ketua 
Mahkamah Agung 
berdasarkan permintaan 

Ketua I 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi yang bersangkutan. l
 

,,~ 
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F.PG
 
RAR IY
 

KETENTUAN PENUTUP F.PD
 

198. 

telao 
F.PPP Telao 
F.PAN 
F.KB Telao 

FPKS Telao 
F.BPD 
F.PBR 
F.PDS Tetao Tetap 
FPG199. Pasal40 BABIX 

(1 ) Del1gan Undang-Undang ini, KETENTUAN PENUTUP 
Pengadilan Tindak Pidana Pasai41 
Korupsi sebagaimana dimaksud (1 ) Unluk pertama kali, I 
dalam Pasal 3 dibentuk pada Pengadilan Tindak Pidana 
pengadilan negeri di setiap Korupsi sebagaimanaIibukota provinsi. dimaksud daiam Pasal 3I 

dibentuk pada pengadlJanII negeri di ibukota provins; II 
dengan Peraturan I 
Presiden. 

F.PDIP Tetao 
F.PD tetae 

F.PPP Tetao 
F.PAN 
F.KB Dihaous 

[ F.PKS Dihapus 

F.BPD 

F.PBR Pasal40 
(1 ) Dengan Undang-
UndanQ ini, PenQadiian 

I 
, 

Sudah diatur pada pasal 
sebelumnva 
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kejahatan ·-Korupsi I I 
sebagaimana dimaksud j 
dalam Pasal 3 dieeA,ukl-JI pada pengadilan negeri di I 

setiap ibukola provinsi. J ~

h:rD~f--.----==__, 
(3) Daerah hukum Pengadilan I 

r 

~d)) Daerah hukum Pengadilan I F.PG 
ITindak Pidana Korupsi I 

sebagaimana dimaksud , 
Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada I 

pada ayal (1) melipuli Iayat (1) melipuli daerah hukum I 
daerah hukum provinsi yang I

i bersangkulan. 
provinsi yang bersangkutan. 

F.PDIP Tetao 
F.PD tetan 

F.PPPI 
FPAN 

I F.KB DihaDuSI F.PKS	 Dihapus 

I 
I F.BPD 

I I FPBR 

I I 

F.PDS 
201. (3) Khusus untuk Daerah Khusus F.PG Tidak ada perubahan 

Ibukota Jakarta pada setiap I
 
kotamadya dibenluk Pengadilan
 
Tindak Pidana Korupsi yang
I 
daerah hukumnya melipuli I
daerah hukum Pengadilan
 
Negeri yang bersangkutan.
 I 

I 

._---

Sudah diatur pada 
sebelumnva 

Daerah hukum Pengadilan 
kejahatan Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi daerah hukum I 
orovinsi vang bersanokulan 

(3)	 Khusus untuk Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 
pada setiap kotamadya 
dibentuk Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi yang daerah 

pasal 

I 
hukumnya meliputi daerah
 
hukum pengadilan negeri
 
yang bersanakulan.
 I 
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F.PDIP Telao 
FPD t~t,n 

F.PPP Tetan 
FPAN 
F.KB Dihanus 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

F.PKS 

F.BPD 

I FPBR 

F.PDS 

Dihapus 

Hanya 1 klausula lanpa 
diperinci menjadi beberapa 
ayat 

Pasal40 
Khusus untuk Oaerah Khusus 
Ibukola Jakarta pada setiap 
kotamadya dibentuk 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi yang daerah hUkumnya 
meliputi daerah hukum 
Pengadilan Negeri yang 
bersanakutan 
Khusus untuk Daerah Khusus 
IbuKota JaKarta pada setiap 
kotamadya dibentuk 
Pengadilan kejahatan Korupsi 
yang daerah hukumnya meliput; 
daerah hukum Pengadilan 
Neaer; vana bersanakutan 

Sudah diatur 
I sebelumnya 

pada pasal 

202. 

I 
t 

I 

I 

F.KB Penambahan ayat. (1 ) Dengan undang-undang 
ini, untuk pertama kali 
dibentuk Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Medan.. Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, 
Pengadilan Negeri 
Surabaya, Pengadilan 
Negeri Balikpapan dan 
Penaadilan Neaer; 
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Makassar. 
203. F.KB Penambahan ayat. (2) Daerah hukum Pengadilan 

T;' . 

I 

I 
I 
I 

pada Pengadilan Ne;ri 
Medan meliputi wilayah 
Provinsi: Nanggroe Aceh 
Darussalam, Sumatra 
Utara, Riau, Kepulauan 
Riau, Jambi dan Sumatra I 
Barat. 

204. 

I 
I 
I 
I I 
I I 

205. 

I 
I 

! 
206. 

I 
. 

I 
I 
I 

FXB 

F.KB 

F.KB 

I 

Penambahan ayat. 

Penambahan ayat. 

Penambahan ayat. 

(3) Daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat meliputi 
wilayah Provinsi: DKI 
Jakarta, Jawa Barat, 
Banten, Kepulauan 
Bangka Belitung, I 
Bengkulu, Sumatra 
selatan dan lamDung. 

(4) Daerah hukum Pengadilan . 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Surabaya meliputi I 
wilayah Provinsi: Jawa 
Timur, Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta, Bali, NTB dan 
NTT. 

(5) Daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Balikpapan meliputi 
wilayah Provinsi: 
Kalimantan Timur. 
Kalimantan Selatan. 
Kalimantan Tengah dan 

-
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207. FKB 
Kalimantan Baral 

Penambahan ayat. (6) Daerah hukum Pengadilan. . 
a J'\orupsi 

pada Pengadilan Negeri 
Makassar meliputi 
wilayah Provinsi: 
Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalol 

Sulawesi Barat, Maluku, 
Maluku Utara, Papua dan 

• I PaDua Baral. 
208. Pasal41 F.PG Pasa/42 

(1 ) Pembentukan PengadJlan Pembentukan PengadiJan 
Tindak Pidana Korupsi selain Tindak Pidana Korupsi selain 
sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 dJlakukan secaraPasal 40 dilakukan secaraI bertahap dengan Peraturanbertahap dengan Peraturan 
Presiden.I Presiden. 

Tetao 
F.PD 

FPDIP 
tetap I 

F.PPP Telap 
F.PAN 
F~KB I Telae 

F.PKS 

I 
dirubah 

(1 )
I 

i 

I 

I 
Set. Pansu:lo Pe:ngadilall riplko( 9 Juni 2009 

Pasal41 
Dengan undang­

uandang in!, maka 
pemerintah harus 
membentuk PengadJlan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada PengadJian 
Negeri Medan, 
Pengadilan Negeri 
Makasar, Pengadilan 
Ne}}eri Balikoaoan, 
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209.	 

[ 

I 

F.BPD 
F.PBR 

• 

I 

F.PDS 
F.PKS 

I 

210. F.PKS 
I 
I
 I I 

• 
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I
 
I 

Tetap 
Penambahan ayat 

I 

Penambahan ayat 

-

Pengadilan negen 
serain 

Pengadilan Tindak 
pidana Korupsi Pada I 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, paling 
lambal 1 (salu) lahun 
sejak undang-undang 
ini disahkan 

Pasal41 
(1 ) Pembenlukan
 
Pengadilan kejahalan I
 
Korupsi selaln
 
sebagaimana dimaksud
 

I dalam Pasal 40 dilakukan 
I secara bertahap dengan
I Peraturan Presiden. I 

Telap 
(2) Pembenlukan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi 
selain sebagaimana I
 
dimaksud pada ayat (1)
 
dilakukan secara
 
bertahap dengan
 
Kepulusan Presiden
 

(3) Daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 

I pada Pengadilan Negeri 
II	 Medan melipuli wilayah 

Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam, Sumatra 
Ulara, Riau, Kepulauan 
Riau, Jambi. dan I 
Sumatera Barat 
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211. FPKS 

I 

212. 
I 

I 

F.PKS 

213. 
, 

F.PKS 
• 

214. 

L J 

F.PKS 

I 

Penambahan ayat (4) Daerah hukum Pengadilan -----T 

Penambahan ayat 

Penambahan ayat 

Penambahan ayat 

Pengadilan Negeri Makasar 
meliputi wilayah Provinsi 
Sulawesi selatan. Sulawesi 
Utara. Sulawesi Tengah. I 
Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, Sulawesi Barat, 
Maluku, Maluku Utara. 
Papua dan Paoua Barat 

(5) Daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Balikpapan melipuli 

, wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, 
Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tenqah 

(6) Daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Surabaya meliputi 
wilayah Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, 
Dearah Istimewa 
Yogyakarta. Bali, Nusa 
Tenggara Baral, Nusa 
Tenggara Timur 

(7) Daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusal meluputi 
wilayah Provinsi 
Bengkulu. Lampung. 
Sumatera selalan, OKI 

I 
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Jakarta, Jawa Barat 

--------~ 

--

215. (2) Dalam hal Pengadilan Tindak F.PG 
Pidana Korupsi sebaaa" . eap 
V;",~"sua pada ayat (1) tidak F.PD 
tersedia Hakim Ad hoc yang F.PPP Tetap 
mempunyai keahlian yang F.PAN 

F KB 
-~-diperlukan dalam pemeriksaan (7)

perkara, maka Ketua 
Pengadilan Negeri dapat 
memtnta Hakim Ad hoc pada 
Ketua Pengadilan Negeri 
lainnya dalam daerah hukum 
Pengadilan Tinggi yang 
bersangkutan. 

1 

F.PKS Dirubah 
-

(8) 

1 

, 

I 
FBPD 
F.PBR Dalam 

kejahatan 
sebagaima~ 

f-

Dalam hal PengadiJan 
Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud I 
pada aya! (1) !idak , 
tersedia Hakim Ad hoc I 
yang diperlukan dalam I 
pemeriksaan perkara, 
maka Ketua Pengadilan I 

proses 

'-

I. 

Negeri yang bersangkutan I 
dapat meminta Hakim Ad I 
hoc pada Pengadilan 
Negeri lainnya kepada I 
Ke!ua Mahkamah Agung. 

Dalam hal PengadHan Agar mempercepat 
Tindak Pidana Korupsi pengadaan hakim ad hoc 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) tidak 
tersedia Hakim Ad hoc 
yang mempunyai keahlian 
yang diperlukan dalam 
pemeriksaan perkara, 
maka Ketua Pengadilan 
Negeri dapal meminta 
Hakim Ad hoc pada Ketua 
Mahkamah Agung 

• 

• 1 

hal Pengadilan 
Korupsi 

dimaksud Dada -
set PanSlJS Pengadilal! Tlpikor 9 Juni 2009 I t7 
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• i 

216. 

•
 

•
 

• 

• 

---- ~~~~- .~ ----- ­
ayat (1) tidaK tersedia Hakim' 
.'" -Y'''8 onempunyai 
keahlian yang diperlukan dalam 
pemeriksaan perkara, maka 
Ketua Pengadilan Negeri dapat 
meminta Hakim Ad hoc pada 

I Ketua Pengadilan Negeri 
lalnnya dalam daerah hukum 

I Pengadilan Tinggi yang 
bersangkutan. 

F.PDS Telan Tetan -
Pasal42 FPG Pasal43 

,
I Pada saat Undang-Undang in! mula; Pada saat Undang-Undang 
berlaku. ketentuan Pasal 53 sampai ini mular berlaku, ketentuan 
dengan Pasal 62 dari Bab VII Pasal 53 sampai dengan 
mengenai Pemeriksaan di Sidang Pasal 62 dari Bab VII 

mengenal Pemeriksaan diPengadilan yang dialur dalam 
Sidang Pengadilan yangUndang-Undang Nomor 30 Tahun 
diatur dalam Undang-Undang2002 tentang Kornis; Pemberantasan Nomer 30 Tahun 2002Tindak Pidana Korups; (Lembaran tentang Komisi

Negara Republik Indonesia Tahun Pemberantasan
 
2002 Nemor 137, Tambahan
 Tindak Pidana Korupsi 
Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Nomor 4250) dicabut dan dlnyataKan Indonesia Tahun 2002 Nomer! 
lidak berlaku. 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

I 

FPDIP Telap 
F.PD tetap 

-~~ 

\ 
-

FPPP Telap 
F.PAN 

­

F.KB Tetap 

~-

Set. Pansus Pengadilan Tiplkor 9 Juni 2009 lIS 

I 
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1 217. Pasal43 
Undang-Undang 
pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang 
memerintahkan 
Undang-Undang 
penempalannya 
Negara Republik Indonesia. 

I 

,- .-TetapI F.PKS 
1 FBPO 

u""R 
FPOS Telap 

~-

F.PG 
benaku 

mengetahuinya, 
pengundangan 

dengan 
lembaran 

I 

F.POIP Tetao-
FPO tetao 

, F.PPP Tetao -
F.PAN Tetap 
F.KB 

! 

F.PKS Telao 
FBPO 

i---: PBR -
F.PDS Telap 

Telap -
Pasal44 

ini mulai Undang-Undang ini mulai 
berlaku pada langgal 

I diundangkan. 

• 
Agar seliap orang 

ini mengetahuinya,• dalam memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ,m dengan 
penempalannya dalam 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

- -
• 

~-

1 -• 
~-

Undang-Undang in; mulai 
ber/aku paling lambat tangga/ ' 
19 Desember 2009. Agar 
seljap orang mengetahuinya. 

I memerintahkan 
pengundangan Undang-
Undang ini dengan

( 
penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia.• -

I- ~lL_ Tetap .- -
set. P""S\lS Pengaclilan TipilclW 9 Jun; 2009 

1 
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Disah di jakarta F.PG Oisahkan di Jakarta 
pada tanggal .............. I 

n~"~ ...... , ........ 
PRESIDEN REPUBLIK PRESIOEN REPUBLIK 

A, INDONESIA, 

SUSILO BAMBANG SUSILO BAMBANG 
YUDHOYONO YUOHOYONO 

F.PDIP Telae 
tetap 

-

I 
F.PD 

-

FPPP Tetap 
F.PAN Tetae 
F.KB Tetap- -

I F.PKS Tetap 
F.BPD 

-

F.PBR 
-

• F.PDS Tetae Tetap 
219. Diundangkan dl Jakarta FPG Diundangkan di Jakarta .. 

pada tanggal ............... pada tanggal .......... ,.... 
• MENTERI HUKUM DAN HAK SASI MENTERI HUKUM DAN HAK 

MANUSIA SASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA, 

ANDI MATTALATTA ANDI MATTALATTA I I 
I 

LEMBARAN NEGARA I 
REPUBLIK INDONESIA 

i TAHUN ... NOMOR. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK F.PDIP Tetap 

• INDONESIA TAHUN ." NOMOR ... FPO tetap 

FPPP Telap 

• I F.PAN Tetap

I F.KB TETAP 
~ 

Set Pansus .O:;.-:;;;~':';;r, ,;tl;~", :; Ju .. ' 2CI.,;>; 120 
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